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PEMERINTAH KABUPATEN
ROTE NDAO

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAMUN 2004
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH

DAN WAKII, KEPALA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a,

b.

2

BUPATI ROTE NDAO

bahwa kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, perlu diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

bahwa berhubung dengan hal terscbut di atas,
dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan
Dacrah.

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daecrah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 );

Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok - pokok Kepegawaian (I.embaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1974 Nomor S5,
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3041)
sebagnimana telah diubah dengan Undang - undang
Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890 );

\
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Undang — undang  Nomor 7 Tahun 1983 " tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 350, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3263 ) scbagaimana telah beberapa kali dirubah
terakhir dengan Undang—undang Nomor 17 Tahun 2000
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3983);

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

Undang - undang Nomor 28 ‘Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Neopotisme ( Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851 )
y

Undane - undang Nomor 9 ‘Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa
Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4184); '

Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1980 tentang
[Hak KKeuangan / Administrasi Kepala Daerah Serta Janda
Dudanva ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Nomor
3160 ), sebagai mana telah  beberapa kali dirubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2000 ( l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor (21 )

Peraturan Pemerintah  Nomor 235 Tahun 2000 tentang
Newenagan Pemerintah  dan ewenangan  Propinsi
sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952 )

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertangung jawaban Keuangan
Dacrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor #4022 ); '



10.

12.

NMenetaphan

Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan [Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan [.embaran Negara
Nomor 4028 ):

Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  atas Penyelengaraan

“Pemerintah Daciah ( Lembaran  Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090 ); .
Keputusan  Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang
Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara tertentu;

Keputusan  Presiden Nowmor 44 Tahun 2001 tentang
Tehlnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan,
Rancangan  Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri  Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk bentuk Produk
Hukum Dacerahy

Peraturan Dacrah  Kabupaten Rote, Ndao Nomor 1
Tabun 2003 tentang  Pokok - pokok Pengelolaan

[xeuangan Dacrah,

Dengan ersetujuan
o .

DEWAN PERWAKRILAN RAKYAT DAERAI

KABUPATEN ROTE NDAO
AMENMUTUSKAN ¢
PERATURAN DALRALL TIENTANG NKEDUDUIKAN
KEUANGAN KEPALA DAERAIN DAN WAKTL KEPALA
DAFERAII KABUPATEN ROTIEE NDAO.
BAB 1

NETENTUAN UNTUNI
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Rote Ndao:

v
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(1)

Pemerintah Dacrah adalah.Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao;

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Rote Ndao;

Biaya Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. v

BAB 11

I(EDUDUKAN KEPALA DAERAII DAN WALKIL KEPALA DALERAI
Pasal 2 .

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
Pasal 3
Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan
statusnya scbagai Pegawai Negeri;

(2) Selama  menjadi  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah

3)

(1)
(2)

3)

Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima
Penghasilan dan atau Fasilitas Rangkap dari Negara

sebagaimana  dimaksud  pada  ayvat (1) Pegawai Negeri yang
bersangkutan dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan
Perundang — undangan yang berlaku.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai
Negeri sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan
hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

BADB [II

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAI

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan
Pasal 4

Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacerah diberikan gaji yang terdiri
dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;

Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
tetapkan sesuai  dengan Ketentuan  Peraturan - perundang undangan
yang berlaku bagi Pejabat Negara;

Tunjangan  jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang — undangan yang berlaku B
bagi Pecjabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan e
Perundang — undangan. :

Pasal 3

4
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(1)
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Pasal 6

Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing masing
sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan;

Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari

jabatannya wajib menyerahkan rumah jabatannya, dan barang — barang
perlengkapannya sccara lengkap dan dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

A
Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

[Pasal 7

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing masing
schuah kendaraan dinas:

Apabila  Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari
jabatannya, kendaraan dinas di serahkan kembali dalam keadaan baik
kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk  pelaksanaan  tugas - tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah di sediakan

a.

b.

£

C.

biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah
tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli
barang — barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang — barang inventaris di
pergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang - barang
inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daecrah dan
Wakil Kepala Daerah;

biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan
kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

biaya  pemeliharaan  keschatan  pergunakan  untuk  pengobatan,
perawatan, rchabilitasi dan tunjangan cacat oleh Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerahy;

biaya perjilanan  dinas dipergunakan  untuk membiayai perjalanan
dinas dalam rangka pelaksanaan tugas oleh Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Dacrah

biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas
Kepala Dacrali dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;



ho biaya  penunjane operasionat peraunakan untuk koordinasi
penanggulangan  Kerawanan sosinl kemasyarakatan, pengamanan dan
kegintan Khusus lainnya cuna mendukung pelaksamaan tugas Kepala
Daerah dan \Wakil Nepala Dacrah,

Pasal 9

Besarnya  biaya . benunjang  operasional  Kepala  Daerah  di tetapakan
berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
.

A sampai dengan Rp S milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling
tinggi sebesar 3 Y%.:

b. di atas Rp § milyar s / d 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan
paling tinggi sebesar 2 %;

¢. di atas Rp 10 milyar s / d 20 milvar paling rendah Rp 200 juta dan
paling tinggi sebesar 1,50 %%;

d. di atas Rp 20 milyar s/ d 30 milyar paling rendah Rp 300 juta dan
paling tinggi scbesar 0,80 %; A

¢. di atas Rp 80 milyar s / d 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan
paling tinggi sebesar 0,40 %;

{. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi
schesar 0,18 %,

Pasal 10

Dengan  mempertimhangkan  kondisi  obvektit  dacrah, maka besarnya
biaya  penunjang operasional  schagaimana  di maksud  dalam  pasal 9
peraturan dacrah ini di sesuailkan,

Pasal 1)

Semua  pengeluaran untuk  melaksanakan  peraturan dacrah  ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4 4

BAB I
INISTEIENTEAN TN - AN
Pasal 12

Hal - hal vang beluni diatoe datin Peraturan Dacrab ini, akan diatur

lebih  fanjut  dengan Keputusan RKepala Daerah, sepanjang  mengenai
pelaksanaannya,

O



BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Pasal 14 '
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
~pada Tanggad~9 Januari 2004

Diundangkan di Baa,

pada tanggal 13 Januari 2004
P \\\‘T g
/P P‘Jt, SEKREi’A}us DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

ey

LEMBARAN DAERA.H KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
NOMOR 001 SERI P NOMOR 001.
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAIIUN 2004

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIIL KEPALA DAERAH
NABUPATEN ROTE NDAO

[. UMUM

Sistem  penyelengaraan  Pemerintah  Daerah  sesuai Undang undang
Nomor 22 Tahun 1999, dilaksanakan berdasarkan Asas Desentralisasi
dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertangung jawab.

Dalam  rangka penyelengaraan  otonomi yang luas, nyata dan
bertanggungjawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang penyclengaraan
pemerintahan, pembangunan dan  pelayanan kemasyarakatan  dan
bertanggung jawab sepenulnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, scbagai
Pejabat Negara, perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan
tunjangan  biaya yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Negara (AP BN ). Namun dalam melaksanakan kedudukannya
sebagai  Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah perlu dibiava untuk
menunjang kegiatan operasional  Kepala  Daerah  dalam  rangha
koordinasi Penanggulangan  kerawanan sosial, perlindungan masvarakat
dan kegiatan — kegintan lain yang berkaitan dengan pembinaan Kesatuan
dan persatuan bangsa yang di biayai melalui  APBD.

Sesuai  dengan  Kkondisi  dan  keadaan jumlah  penduduk,  geografis,
luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara
daerah yang satu dengan dacrah yang lainnya, maka pengaturan biaya
operasional di sesuaikan  dengan kondisi - keuangan  daerah Kkhususnya
berdasarkan Pendapar Asli Dacrah denean tetap memperhatikan prinsip
cfisiensi. cfektivitas, kehematan dan dapat di pertangungjawabkan.

Atas dasar hal tersebut di atas, perlu di atur kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan  Wakil Kepala Daerah yvang di tetapkan dengan
Peraturan Daeral.

I PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.



Pasal 2
Cukup .Jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimalsud dengan dibebaskan  dalam ayat ud adalah bahwa
Pegawai Negeri yvang bersangkutan tidak lagi mencima tunjangan
jabatan o dan fasilitas Lienya sejal vang  bersanekutan  dilantik
menjadi Nepala Daeran dan \Wakil Nepala L?:lt‘l‘;l]l:

Ayat (2)

Cukup Jelas:
Ayat (3)

Cukup Jelas,

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
‘Scoarang  Pegawai Negeri  apabilah disangkat menjadi Bupati dan
Wakil Bupati hanya mencrima penghasilan dan menggunakan fasilicas
sebagai Pejabat Negara.

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dismaksud  biava  pemeliharaan  rumah jabatan termasuk
biaya  pemakaian air, listrik, telepon dun  gas  sesuai dengan
ketentuan yang, berlaku dan Kemampuan keuangan Dacerah.

Avat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal &
[Murul .
Yang dimaksud deigan 'hi;\_\';\ rumah tangga adalah bantuan biaya
untuk  menunjung  Kebnthan minimal terselenggaranya rumah
tangga Bupat dan Wakit Bupati.

Hurat b osad 1 Cubap Jelas,

Hurut ¢
Yang dinvaksud binya peounjang adalih biaya vang dipergunakan
untuk  Koordinasiy,  penangguiangan  kerawanan  sosial masyarakat,
pengamanan - dan  kegiatan  Khusus  lainnya guna mendukung
pelaksanian tnwas Bupati dan Wakil Bupati,

-



Pasal Y
Yane dimaksud biaya penunjang  adalah biaya  vyang dipergunakan
untuk  koordinas, penangguiangan  Keraswanan sosial  masyarakat,
pengamanan  dan kegiatan  Kkhusus  lainnya  guna nmendukung
pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati,

Pasal 10
Cukup Jelas,

Pasal 11 ‘ y
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Culkup .

~—

_—
-
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TAMBAHAN LEAMBARAN DARRAH KABUPATEN ROTE NDAO
TALUN 2004 NOMOR @ 067, -

.
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CBUPAT
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ROTE_NDAO

KEPUTUSAN
BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 02 TATUN 20040

TENTANC
4

PELARKSANAAN PER V1) RAN DARRAH KABLPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDURAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKLL KEPALA

Menimbang o

Mengingat b

DAFIRAL
KABUPATEN ROTE NDAO
BUPATI ROTE NDAO

bahwa DPeraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao
Nomor 2  Tahun 2004 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Dacrah yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari
2004 olch Bupati Rote Ndao perlu  segera
dilaksanakan,

hahwa berhubung dengan itu, maka pelaksanaan

Poraturan Daerah  dimaksud harus ditetapkan
dengan Neputusan Pejabat Bupati.

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Nemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ),

Lindane — undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1974 Nomor 5§,
Tambahan  Tembaran Negara Nomor 3041 )
schagainama  telah  diubah  dengan Undang
undang  Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
i69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
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0.

tndang — undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang  Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia - Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3263 )
sehagaimana telah beberapa - Kali dirubah
terakbiv  dengan Undang  undang Nomor 17
Tahun 2000 ¢ Lembaran  Negara Republik
bidonesia Tabwn 20000 Nomor 127, Tambahan
icntharan Negara Nomor 3985 );

1
Undang - undang Nomor 235 Tahun 1999 tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah
Pusat  dan Daerah  ( Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyclenggaraan Negara Yang Bersih
dan  Bebas  dari Korupsi, Kolusi dan
Neopotisme (- Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Fembaran Negara Nomor 3851 );

Undang -- undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten Rote Ndao di
Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
22, Tambahan Tembaran Negara Nomor 4184);

Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980
tentang  Hak Keuangan / Administrasi Kepala
Dacrah Serta  Janda Dudanya ( Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 1980
Nomor 16, T'ambahan  Lembaran  Negara
Nowor 3160 ), sebagai mana telah  beberapa
kali  dirubaly  terakhir  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 89 Tahun 2000 ( Lembaran
Negara Republik - Indonesia  Tahun 2000
Nomor 121 );

Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenagan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi  sebagai Daerah Otonomi
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3932 )

| 3
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PERTANN

9.

10.

11

13.

14,
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Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan  dan  Pertangung jawaban
Keuangan Dacrah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4022 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara
Republik [ndonesia  Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelengaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090 );

Keputusan ~ Presiden Nomor 168 Tahun 2000
tentang  Tunjangan Jabatan bagi, Pejabat

Negara tertentu;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2001

fentang  Tehknik  Penyusunan Peraturan
Perundang  undangan, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan

Presiden;

Keputusan ~ Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Dacrah Nomor 22 Tahun 2001
tentang  Bentulkk  bentuk Produk  Tukum
Dacrah;

Peraturan  Dacrah  Kabupaten  Rote Ndao
Nomor | Tahun 2003 tentang Pokok — pokok
Pengelolaan Keuangan Dacrah.

AIFNIVTTUSK AN

\telaksanakan Peraturan Dacrah Kabupaten Rote
Ndao Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan
euangan  Kepala  Dacrah  dan Wakil Kepala
Dacerah Kabupaten Rote Ndao
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Lemihosan

Memerintahkan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten
Rote Ndao untuk Mengundangkan Peraturan
Dacrah  dimaksud  dalam  Lembaran  Daerah
Kabupaten Rote Ndao,

\enunjuk Sckretaris Dacrah dan Kepala Bagian
weuansan  unfuk melaksanakan Peraturan Daerah
dintatiwsud.

al — hal yang belum diatar dalam JINeputusan ini,
akan diatur icbih lanjut

Neputusan ini - muiai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan  ketentuan  akan diubah
sehagaimana  mestinya  apabila  dikemudian hari
ternyata terdapat kekelivuan dalam penetapannya.

”b}nl—("\])‘lﬂhl\ di Baa

-/f;l;i?_olfi"t“nngg;'uk 13 Januari 2004

Y 4

o as "“.":’/
CHRISTEAN NEMEMIN DI

Sdisompaitam denean hormat Kepada:

1. Nienterd Dalane Negeri Republik Indonesia di Jakarta:

.« 02

3. Ketun

Gubernur
OPRD inabupaten Rote Ndao di Baa.

Nusa Pengears Limur di Kupang;



